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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar.” (QS. Al-Baqarah Ayat 282).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282 di akses pada tanggal 10 Mei 

2022 pukul 13:50 WIB. 
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ABSTRAK 

Helina Hoirunnisa, 2022. Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada 

Arisan Online Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari 

Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia 

Kata Kunci: Arisan Online, Emas, Perjanjian Tidak Tertulis. 

Arisan online adalah sekelompok orang yang memanfaatkan media sosial 

sebagai alat untuk mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode 

tertentu. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan 

berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan surat perjanjian. 

Sebagaimana yang terjadi pada arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari 

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang mana praktik dari perjanjiannya 

tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Namun hanya dilakukan secara 

kesepakatan antara beberapa pihak yang ikut serta pada arisan tersebut. Apabila 

dikemudian hari terjadi permasalahan seperti wanprestasi maka sangat sulit untuk 

dibuktikan dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak tertulis sehingga untuk 

menyelesaikan permasalahannya mengharuskan adanya sebuah pengakuan dari 

pihak-pihak yang ikut serta pada arisan tesebut. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan 

perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 2. 

Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Desa 

Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian 

di Indonesia? 3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan 

online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember? 

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif 

empiris (applied normative law). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, 

dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field 

research. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Kedudukan Perjanjian 

tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari ini disebut juga sebagai 

perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama yang pengaturannya tidak 

diatur di KUH Perdata maupun KUHD. Perjanjian tidak tertulis di arisan online 

adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan 

berkontrak. 2. Kekuatan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa 

Bangsalsari ini tetap memiliki kekuatan menurut pasal 1320 KUHPerdata tidak 

menyebutkan bahwa perjanjian harus berbentuk tertulis, tetapi di dalam KHES 

ada asas Al-Kitabah yang mendefinisikan bahwa perjanjian harus tertulis. 3. 

Penyelesaian wanprestasi dengan mengupaya hukum yang dilakukan bila salah 

satu pihak wanprestasi dengan cara negoisasi yang telah disepakati di awal 

perjanjian.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Konteks Penelitian 

Hukum di Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada 

saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku, apabila hukum itu dikeluarkan atau 

diresmikan serta dipertahankan oleh Negara.
1

Perjanjian dalam hukum 

Indonesia disebut dengan “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari 

al’aqdu yaitu mengikat, menyambung atau menghubungkan.
2
 Dalam hukum 

Islam akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak 

dua belah pihak.
3
 Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, 

sedangkan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan oleh mitra 

akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak. Akad tidak terjadi apabila 

pernyataan kehendak masing-masing kedua belah pihak tidak terikat satu 

sama lain, karena akad adalah keterikatan kehendak kedua belah pihak yang 

tercermin dari ijab dan qabul.
4
 

Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia. 

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dengan 

manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang 

timbul dari interaksi antar manusia menciptakan berbagai macam sistem 

kehidupan dimasyarakat, salah satunya adalah akad/kontrak. Dengan 

                                                 
1
 Muhammad Najich Chamdi, M.HI, Pengantar Hukum Di Indonesia, IAIN Jember, 

2021, 1. 
2
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68. 

3
 Ibid, 69. 

4
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 68-69. 
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menggunakan akad/kontrak manusia dimudahkan dalam menjalani aktivitas 

kesehariannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut 

memudahkan dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang di jalankan 

dengan bantuan dari orang lain. 

Akad/kontrak tersebut memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi, karena dapat 

dibenarkan apabila akad/kontrak tersebut sebagai sarana sosial yang 

ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam mendukung kehidupannya 

sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak 

lepas dari yang namanya akad/kontrak. Seperti yang diatur prinsip-prinsip 

dan dasar-dasar mengenai akad sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran 

dan Hadis. Kemudian dikembangkan oleh para ahli-ahli hukum Islam dari 

masa-kemasa hingga membentuk perjanjian.
5
  

Di Indonesia bentuk perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi 

para pelaku ekonomi agar tidak dirugikan orang lain jika terjadi wanprestasi 

bisa diselesaikan di Pengadilan karena adanya bukti yang tertulis. 

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dari pembangunan 

berkelanjutan ekonomi di Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan 

kemajuan bangsa. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, 

perwujudan tujuan diatas tercermin didalam peningkatan kegiatan ekonomi 

yang disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini 

                                                 
5
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

1. 
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mensyaratkan adanya kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan 

meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan 

hasil dari pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh 

masyarakat. 

Di Indonesia ada aturan khusus hukum ekonomi syariah yang 

perjanjiannya kekuatan hukum yakni kompilasi hukum ekonomi syariah yang 

terdapat di Perma No. 2 Tahun 2008 salah satunya adalah akad wadiah. Akad 

wadiah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima (wadi’i) 

tidak diperkenankan penggunaan barang/uang dari orang yang menitipkan 

(muwaddi) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau 

kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian yang menerima titipan. 

Menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. 

Pada dasarnya manusia merupakan pelaku komunikasi terbesar 

didunia, komunikasi yang terjadi antar manusia tidak hanya secara lisan, 

tetapi bisa secara tulisan seperti via surat menyurat. Selain itu, komunikasi 

juga tidak hanya soal berbicara tetapi didalamnya kerap terjadi interaksi 

seperti terciptanya arisan online, kesepakatan dan peristiwa hukum lainnya.
6
 

Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi 

elektronik. Yang dimaksud transaksi elektronik menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

                                                 
6
 Mahayoni, “Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.” Jurnal Dosen 

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden, 16. 
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Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. 

Menurut Undang-Undang ITE pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dengan 

sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, artinya pelaku kejahatan 

dalam arisan online ini dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE salah 

satunya pasal 28 pada UU ini.
7
 Arisan online adalah sekelompok orang yang 

memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengumpulkan uang secara 

teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Penentu pemenang biasanya dilakukan 

dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan 

pemenang dengan perjanjian. 

Arisan yang marak di kalangan Desa Bangsalsari, Kecamatan 

Bangsalsari, Kabupaten Jember yakni arisan online emas yang mana dari 

sistem arisan online emas tersebut banyak masyarakat yang tertarik. Dalam 

arisan tersebut semuanya tergantung pada setiap anggota mau ikut yang 

ukuran berapa gram emas nya karena dalam arisan tersebut sudah ditentukan 

ukuran emas yang akan dijadikan patokan bagi setiap anggota. Setoran uang 

yang harus dibayar oleh setiap anggota harus mengikuti harga emas yang 

terjadi di pemasaran. Namun permasalahan yang terjadi pada arisan tersebut 

bukan terjadi pada ukuran emas atau uang yang disetorkan kepada admin 

akan tetapi permasalahannya terletak pada bentuk perjanjiannya yang 

                                                 
7
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE 
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dilakukan hanya berbentuk kesepakatan antara setiap pihak tanpa adanya 

perjanjian tertulisnya. 

 Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan 

berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan surat 

perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian akan sah 

apabila memenuhi empat syarat-syarat perjanjian sebagai berikut: 

1. Kesepakatan para pihak 

2. Kecakapan para pihak 

3. Adanya objek perjanjian 

4. Suatu sebab yang halal 

Keempat syarat sah perjanjian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam 

pasal 1321 hingga pasal 1337 KUHPerdata tidak ada syarat bahwa suatu 

perjanjian harus atau wajib untuk di buat dalam bentuk secara tertulis. 

Dengan demikian, bahwa di dalam KUHPerdata itu menghendaki perjanjian 

tertulis. Adapun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada asas al-kitabah 

yang mendefinisikan perjanjian itu harus tertulis.
8
  

Sebagaimana yang terjadi pada arisan online emas yang ada di Desa 

Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang mana praktik 

dari perjanjiannya tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Namun hanya 

dilakukan secara kesepatan antara beberapa pihak yang ikut serta pada arisan 

tersebut. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan seperti wanprestasi 

maka sangat sulit untuk dibuktikan dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak 

                                                 
8
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 
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tertulis sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya mengharuskan 

adanya sebuah pengakuan dari pihak-pihak yang ikut serta pada arisan 

tesebut. 

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 

Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di Desa 

Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum 

Perjanjian Di Indonesia”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

di ajukan pada skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di 

Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut 

hukum perjanjian di Indonesia?  

2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di 

Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut 

hukum perjanjian di Indonesia? 

3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan online emas 

berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online 

emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 

menurut hukum perjanjian di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online 

emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 

menurut hukum perjanjian di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan 

online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari 

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan tentang perjanjian tidak tertulis pada arisan online. Dan 

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi 

peneliti lainnya menelaah permasalahaan yang terjadi dimasyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan yang lebih dan pemahaman dalam perjanjian tidak tertulis, 

serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian studi lapangan. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi dan wawasan terkait dengan perjanjian tidak tertulis pada 

arisan online. 



 

 

 

8 

c. Bagi kampus UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai tambahan referensi, sekaligus sebagai bahan acuan 

bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga 

dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa UIN 

KHAS Jember. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah 

kalimat yang tidak banyak mengerti oleh semua orang. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar 

oleh seseorang. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut: 

1. Analisis 

Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat 

sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu 

kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
9
 

2. Kekuatan 

Kekuatan adalah kemampuan dari suatu otot untuk bekerja 

menahan beban secara maksimal.
10

 

3. Perjanjian Tidak Tertulis 

Perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dilakukan hanya 

secara tidak tertulis tidak ada bukti tertulis dengan penjabaran yang 

                                                 
9
 https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/ di akses tanggal 18 November 2021 pukul 

11:25. 
10

 https://brainly.co.id/tugas/28251193 di akses tanggal 18 November 2021 pukul 11:30  

https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/
https://brainly.co.id/tugas/28251193
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lengkap. Menurut pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah sebuah 

perjanjian, maka tidak tertulis diwajibkan dengan bukti tertulis.
11

 

4. Arisan Online 

Arisan online adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang 

yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka 

untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam 

sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya 

namun dari sistem pengumpulan sampai pengundian dilakukan tidak 

secara langsung, melainkan media elektronik atau internet.
12

 

5. Emas 

Emas dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai 

logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan 

(cincin, gelang dan sebagainya).
13

 

6. Hukum Perjanjian 

             Hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat 

seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. 

Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu 

perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat 

satu pihak. 

 

 

                                                 
11

 Subekti, R. Tjirosudibio “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”,Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 339. 
12

 Pengertian Arisan “ www.wikipedia.com//arisan diakses pada tanggal 22 September 

2021 pukul 18:56. 
13

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum, 270. 

http://www.wikipedia.com/arisan
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang aspek penting yang harus 

dimuat dalam setiap pembahasan suatu masalah yang mencakup alur 

pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini membahas 

mengenai,konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab 

ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan 

yang terdapat dalam skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu 

dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu maka akan di jelaskan peneliti 

terdahulu untuk dijadikan sebuah refrensi peneliti. Kemudian pada kajian teori 

akan dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan materi penjelasan 

tentang perjanjian tidak tertulis. 

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan memuat tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, kepustakaan, teknik analisis data dan keabsahan data. 

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan obyek 

penelitian. Penyajian dan analisis data dan serta temuan-temuan yang 

diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari bab III. 
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Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merangkum 

semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Pada bab 

ini juga terdapat saran-saran yang direkomendasikan atau bersumber dari 

temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti. 



12 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, maka 

untuk menunjang analisis komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya untuk 

melakukan telaah pustaka dengan menggunakan lima penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai bahan 

perbandingan. 

1. Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum 

Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor, 106/Pdt.G/2017PN 

Plk).
14

 

Penelitian ini membahas mengenai arisan online termaktub dalam 

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk, salah satu kasus yang terjadi 

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/Pn Plk dimana 

pada kasus ini menjatuhkan perkara bahwa penggugat dan tergugat 

mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online bersifat 

perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain. Seiring waktu, 

arisan berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya. 

Kemudian lama berjalan arisan ini para tergugat yang sudah mendapatkan 

giliran atau kena arisan atau menang arisan tidak lagi membayar iuran 

arisan yang seharusnya mereka bayarkan. 

                                                 
14

 Indriwati Titania Hutauruk, “Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online 

Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, 

Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019 diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 

10:25 WIB 
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Peneliti mengambil tiga fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana 

kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana 

arisan online? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa dan tanggung jawab 

para pihak dalam pelaksanaan arisan online? (3) Bagaimana analisis 

hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan mahkamah 

agung No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk?. Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum yuridis normative dan penelitian hukum empiris. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum sekunder 

yaitu bahan hukum sekunder sendiri, bahan hukum tersier dan primer. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kekuatan hukum 

terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak arisan online berdasarkan 

pada pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan memang tidak mensyaratkan 

bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian tersebut bersifat 

perjanjian lisan dengan saling percaya di antara para pesertanya. Jika 

ditinjau dari penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam 

arisan online, bentuk penyelesaian sengketa transaksi dilakukan dengan 

menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternative berupa 

arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. 

Persamaannya sama-sama membahas tentang arisan online dan 

sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaannya 

studi kasus yang digunakan untuk penelitian adalah studi putusan 

Mahkamah Agung No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Sedangkan peneliti saat 

ini menggunakan kasus yang terjadi dilapangan dan belum terdapat 
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putusan. Dan metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 

hukum yuridis Normatif dan hukum empiris. Peneliti selanjutnya 

menggunakan metode penelitian study lapangan atau field research, 

dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris. 

2. Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016.
15

 

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan arisan online 

terkadang pada praktiknya terdapat pihak-pihak yang melakukan 

wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian dalam arisan online. Salah 

satu kasus penipuan yang terjadi ialah salah satunya dikota Palembang 

yang dialami oleh Putri Anggraini (30) salah satu warga yang tinggal di 

Jalan KH Mansyur Azhari No 404 Kelurahan Talang Semut Kecamatan 

Bukit Kecil Palembang, merasa tertipu hingga 42 Juta Rupiah. 

Peneliti mengambil dua fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana hak 

dan kewajiban para pihak berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016? (2) Bagaimana tanggung jawab seorang Bandar arisan online jika 

terjadi wanprestasi?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normative. Teknik pengolahan data di titik beratkan pada penelitian 

kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa hak dan kewajiban Bandar peserta dalam arisan online 

berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 menurut KUHPerdata bahwa 

                                                 
15

 Restu Wicaksono, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 

2019 di akses pada tanggal 18 November 2021 Pukul 11:06 WIB 
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pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan keadaan yang sama 

pula. Tanggung jawab Bandar arisan jika terjadi wanprestasi menurut 

pendapat MA pada putusan No. 2071 K/Pd/2006 hakim MA berpendapat 

bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengurus dalam suatu 

arisan yang disepakati bersama. 

Persamaannya sama-sama membahas arisan online. Perbedaannya 

peneliti terdahulu meneliti arisan online menurut Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 sedangkan peneliti selanjutnya meneliti arisan online menurut 

hukum perjanjian di Indonesia. Dan metode penelitian yang diambil dalam 

penelitian ini adalah hukum yuridis Normatif. Sedangkan peneliti 

selanjutnya menggunakan penelitian hukum normatif empiris. 

3. Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang 

Berbasis Online. 
16

 

Dalam penelitian ini membahas tentang penipuan atau 

penggelapan uang karena kurangnya jaminan atau perjanjian tertulis. Para 

pihak arisan online yang seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk 

membayar iuran yang telah disepakati karena sudah lebih dulu 

mendapatkan hasil dalam arisan tersebut kemudian tidak lagi 

melaksanakan kewajibannya, yang pada saat ini para pihak sepakat untuk 

melakukan arisan online hanya dengan perjanjian lisan, para anggotanya 

saling percaya satu sama lain tanpa adanya jaminan. Maka, pengelola 

                                                 
16

 Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang 

diakibatkan oleh arisan yang berbasis online”, Fakultas Hukum Universitas Udayana,2020 di 

akses pada tanggal 18 November 2021 pukul 11:48 
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arisan tersebut harus tetap menjaga kelancaran arisan demi kesejahteraan 

anggotanya. 

Peneliti mengambil dua fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana 

kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak pelaksana 

arisan online? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota 

arisan online yang mengalami kerugian?. Penelitian ini menggunakan 

hukum normative dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan 

dan regulasi yang bersangkut paut sesuai hukum yang ditangani. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum 

perjanjian yang dilaksanakan dalam arisan online tersebut sangat lemah, 

pihak yang terlibat dalam arisan tersebut dapat dengan mudah melakukan 

pelanggaran. Karena dalam perjanjian tidak tertulis tidak memiliki 

jaminan atau bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk 

memperkuat laporan apabila nantinya ada pihak yang ingin menuntut 

pihak yang melakukan wanprestasi. 

Persamaannya sama-sama membahas arisan online. Perbedaannya 

peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan hukum pada arisan 

online sedangkan peneliti selanjutnya lebih membahas mengenai kekuatan 

perjanjian tidak tertulis. 
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4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh 

dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram 

@goshboyolali_kenshop).
17

 

Penelitian ini membahas mengenai sebuah keluhan dari costumer 

atau anggota dalam arisan online tersebut mengenai ketidakterbukaan dan 

ketidaksesuaian antara ketentuan dengan praktik bahwasannya harga objek 

arisan tidak setara dengan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan di 

awal akad tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada awal akad 

oleh admin bahwa objek arisan merupakan barang diskon. 

Peneliti mengambil dua fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana 

Praktik arisan online tas brand gosh dan bellagio pada akun Instagram 

@goshboyolali_kenshop? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Praktik arisan online tas brand gosh dan bellagio pada akun Instagram 

@goshboyolali_kenshop?. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif yang mana prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, 

mendiskripsikan seacara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, 

suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat 

untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa bahwa transaksi 

arisan online ini mengandung ketidakjelasan (gharar) pada harga yang 

ditetapkan/dibayarkan dengan harga yang sesungguhnya, bahwasannya 

harga tersebut telah diakumulasikan dengan diskon tanpa adanya 

                                                 
17

 Diyah Ayu Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas 

Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)”, IAIN 

Surakarta, 2020 diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 18:30 
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pemberitahuan dari pihak admin. Persamaan dan perbedaan dengan 

peneliti selanjutnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 

dan sama-sama membahas mengenai arisan online. Perbedannya peneliti 

terdahulu meninjau mengenai praktik arisan online tas brand gosh dan 

bellagio, sedangkan peneliti selanjutnya menganalisis mengenai kekuatan 

perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas. 

5. Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan 

Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk).
18

 

Penelitian ini membahas mengenai arisan online yang mana pihak 

anggota telat memenuhi kewajibannya. Demi menjaga supaya arisan 

tersebut tetap berjalan, maka pihak admin menutupi iuran arisan yang 

seharusnya menjadi kewajiban pihak anggota. Seiring berjalannya waktu 

anggota arisan tidak mengembalikan kepada admin secara tunai melainkan 

secara cicilan, akhirnya tersendat dan tidak lagi membayar kepada admin, 

jadi admin arisan yang menutupi pembayaran pihak anggota yang kabur 

dan ingkar janji tidak membayar iuran arisan. 

Peneliti mengambil tiga fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana 

keabsahan perjanjian yang di buat secara tidak tertulis menurut hukum 

perjanjian? (2) Bagaimana penggolongan wanprestasi dengan tidak 

dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan online? (3) Bagaimana 

kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan 

hukum hakim dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang 

                                                 
18

 Mataniari Diana Teresai Naiborhu, Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan 

Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, UNEJ, 2021 diakses pada tanggal 2 

April 2022 pukul 08:10. 
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wanprestasi dalam perjanjian arisan online?. Penelitian ini menggunakan 

penelitian yuridis normatif (normative legal research) yang dilakukan 

dengan cara mengkaji dan menganalisis beberapa aturan hukum formil 

yaitu peraturan perundang-undangan atas isu hukum atau permasalahan 

yang kemudian dibahas. 

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa keabsahan perjanjian yang 

dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian adalah sah 

sebagaimana dalam kajian hukum perdata dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

syarat pertamanya yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat 

para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas arisan online 

yang perjanjiannya dibuat secara tidak tertulis. Perbedaannya peneliti 

terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangan 

peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian hukum normatif 

empiris. 

Tabel 2.1 

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Indriwati 

Titania 

Hutauruk 

Analisis 

Hukum 

Pelaksanaan 

Para Pihak 

Arisan Online 

Menurut 

Hukum Perdata 

(Studi Putusan 

Mahkamah 

Agung Nomor, 
106/Pdt.G/2017

a. Meneliti 

arisan 

online. 

b. Menggunak

an jenis 

penelitian 

hukum 

empiris. 

a. Studi kasus yang 

digunakan untuk 

penelitian adalah 

studi putusan 

Mahkamah Agung 

No. 

106/Pdt.G/2017/P

N Plk. Sedangkan 

peneliti saat ini 

menggunakan 
kasus yang terjadi 



 

 

 

20 

PN Plk). dilapangan dan 

belum terdapat 

putusan. 

b. Metode penelitian 

yang diambil 

dalam penelitian 

ini adalah hukum 

yuridis Normatif 

dan hukum 

empiris. Peneliti 

selanjutnya 

menggunakan 

metode penelitian 

study lapangan 

atau field 

research, dengan 

menggunakan 

penelitian hukum 

normatif empiris. 

2. Restu 

Wicaksono 

Akibat Hukum 

Pelaksanaan 

Arisan Online 

Berdasarkan 

Undang-

Undang Nomor 

19 Tahun 2016 

a. Meneliti 

tentang arisan 

online. 

a. Peneliti terdahu 

meneliti arisan 

online menurut 

Undang-Undang 

No. 19 Tahun 

2016 sedangkan 

peneliti 

selanjutnya 

meneliti arisan 

online menurut 

hukum perjanjian 

di Indonesia. 

b. Metode penelitian 

yang diambil 

dalam penelitian 

ini adalah hukum 

yuridis Normatif. 

Peneliti 

selanjutnya 

menggunakan 

penelitian hukum 

normatif empiris. 

3. Dewa Sang 

Ayu Made 

Sugi 

Yasmarini 

Perlindungan 

Hukum Atas 

Kerugian Yang 

Diakibatkan 

Oleh Arisan 

Sama-sama 

membahas 

arisan online. 

Peneliti terdahulu 

membahas tentang 

perlindungan hukum 

pada arisan online 

sedangkan peneliti 
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Yang Berbasis 

Online. 

selanjutnya lebih 

membahas mengenai 

kekuatan perjanjian 

tidak tertulis. 

 

4. Diah Ayu 

Puspitasari 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Praktik Arisan 

Online Tas 

Brand Gosh dan 

Bellagio (Studi 

Kasus Pada 

Akun Instagram 

@goshboyolali

_kenshop). 

a. Sama-sama 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif. 

b. Sama-sama 

membahas 

mengenai 

arisan 

online. 

Peneliti terdahulu 

meninjau mengenai 

praktik arisan online 

tas brand gosh dan 

bellagio, sedangkan 

peneliti selanjutnya 

menganalisis 

mengenai kekuatan 

perjanjian tidak 

tertulis pada arisan 

online emas. 

5. Mataniari 

Diana 

Teresai 

Naiborhu 

Keabsahan 

Perjanjian 

Tidak Tertulis 

Dalam Arisan 

Online (Studi 

Putusan Nomor. 

106/Pdt.G/2017

/PN Plk) 

Membahas 

mengenai arisan 

online yang 

perjanjiannya 

dibuat secara 

tidak tertulis. 

a. Studi kasus yang 

digunakan untuk 

penelitian adalah 

studi putusan 

Nomor. 

106/Pdt.G/2017/P

N Plk). Sedangkan 

peneliti saat ini 

menggunakan 

kasus yang terjadi 

dilapangan dan 

belum terdapat 

putusan. 

b. Peneliti terdahulu 

menggunakan 

metode penelitian 

yuridis normatif 

sedangan peneliti 

selanjutnya 

menggunakan 

metode penelitian 

hukum normatif 

empiris. 
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B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Teori Tentang Perjanjian Dalam KUHPerdata 

a. Pengertian perjanjian 

Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1313, 

yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan 

terjemahan dari toestemming yang ditafsirkan sebagai 

wilsovereenstemming (persesuaian kehendak atau kata sepakat). 

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat 

dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Di mana 

disini terlihat jelas bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 

seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling 

berjanji untuk melakukan sesuatu hal.
19

 

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
20

R.M. Sudikno 

Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.
21

 Menurut R. Setiawan, menyebutkan 

bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau 
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lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih.
22

  

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian 

adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan 

hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh 

pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan 

isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya 

pengertian perjanjian yang dibahas pada pasal 1313 KUHPerdata 

tentang perjanjian tersebut memberikan konskuensi hukum bahwa 

dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak 

adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah 

pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dalam pasal 

1313 BW. 

b. Jenis-Jenis Perjanjian 

Dm Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis yaitu: 

1) Perjanjian timbal balik  

Perjanjian timbal balik adalah peranjian yang dibuat 

dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang 

membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli pasal 1457 
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KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa pasal 1548 

KUHPerdata. 

2) Perjanjian sepihak  

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan 

meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya 

perjanjian hibah. 

3) Perjanjian dengan percuma 

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut 

hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya 

hibah (schenking) dan pinjam pakai pasal 1666 dan pasal 1740 

KUHPerdata. 

4) Perjanjian konsensuil, riil dan formil  

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah 

apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat 

perjanjian, perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata 

sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian 

penitipan barang pasal 1741 KUHPerdata dan perjanjian pinjam 

mengganti pasal 1754 KUHPerdata, dan perjanjian formil adalah 

perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang 

mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk 

tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum 

notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah. 
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5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama 

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang 

telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata buku ke 

tiga bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, 

sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah 

perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. 

Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, 

perjanjian kredit.
23

 

c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu 

perjanjian adalah: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

Hal ini dimaksutkan, bahwa para pihak yang hendak 

mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat 

atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan 

diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu 

diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.
24

 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak 
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cakap.
25

 Menurut pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang tidak 

cakap membuat suatu perjanjian adalah: 

a) Orang yang belum dewasa. 

b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampauan. 

c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut. 

d) Akibat hukum dari ketidak cakapan hukum ini adalah bahwa 

perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan 

kepada hakim. 

3) Adanya suatu hal tertentu. 

Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwasanya 

perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang 

dijadikan jaminan, serta perjanjian yang dilaukan harus 

mempunyai tujuan pokok. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak 

hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian 

haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of terms), berarti 

bahwa apa yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua 

belah pihak.
26

 

4) Adanya suatu sebab yang halal 

Adanya suatu sebab (cause dalam bahasa latin) yang halal 

ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan 
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dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.
27

 

Dengan demikian undang-undang tidak memperdulikan apa yang 

menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang 

diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian 

tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut 

pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang 

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunya kekuatan. 

Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka 

akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan. 

Artinya semua pihak berkewajiban untuk memenuhi unsur ini, 

dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. 

Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu 

telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap 

perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan 

terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena 

adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat 

dimintakan pembatalan (cancelling) oleh salah satu pihak, 

misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh 

orang tua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap.
28
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Sedangkan bila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, 

maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa 

konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak 

membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah 

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun 

kesusilaan.
29

 

d. Asas-Asas Perjanjian 

Dalam isi hukum perjanjian ada beberapa asas penting yang 

perlu diketahui, yaitu:
30

 

1) Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of Contract ) 

Dalam Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk: 

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian. 

b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun. 

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. 

d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau tidak 

tertulis. 
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2) Asas Konsensualisme (concensualism) 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 

ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah 

satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang 

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan 

secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua 

belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

3) Asas Kepastian Hukum (pacta sun servanda) 

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta 

sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat 

perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa 

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak 

yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah 

undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi 

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta 

sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata. 

4) Asas Itikad Baik ( good faith ) 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu 
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pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak 

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun 

kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi 

dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada 

itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah 

laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian 

terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang 

obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) 

menurut norma-norma yang objektif. 

5) Asas Kepribadian (personality) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya 

untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam 

Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata 

menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 

perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti 

ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu 

perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku 

antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud 

bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi 

mereka yang membuatnya. 
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e. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

1) Perjanjian Tertulis 

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tulisan. Adapun bentuk perjanjian tertulis ada 

tiga yaitu:
31

 

a) Perjanjian dibawah tangan, yakni perjanjian yang ditanda 

tangani oleh pihak yang bersangkutan saja tidak mengikat 

pihak ketiga. 

b) Perjanjian dengan saksi notaris, fungsi notaris atas suatu 

dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran 

tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut 

tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum, jika suatu saat ada 

pihak yang menyangkal maka dari itu pihak tersebut harus 

membuktikannya. 

c) Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel, 

jenis ini adalah alat bukti yang sempurna. 

2) Perjanjian tidak tertulis  

Perjanjian tidak tertulis ini dibuat oleh para pihak yang 

hanya mengandalkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tidak 

tertulis banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, 

serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, 

misalnya dalam kegiatan arisan online, berbelanja ditoko, dipasar-
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pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian tidak tertulis menjadi 

selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu 

barang. 

2. Tinjauan Teori Tentang Perjanjian Dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

a. Pengertian akad atau perjanjian 

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah akad atau 

perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan perbuatan hukum tertentu. 

b. Asas-asas akad atau perjanjian 

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa asas akad 

atau perjanjian sebagai berikut: 

a) Ikhtiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,   

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau 

pihak lain. 

b) Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 

pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. 

c) Ikhtiyati/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan 

cermat. 
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d) luzum /tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang 

jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik 

spekulasi atau maisir. 

e) Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi 

dan merugikan salah satu pihak. 

f) Taswiyah/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki 

kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang 

seimbang. 

g) Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban 

para pihak secara terbuka. 

h) Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan 

para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi 

yang bersangkutan. 

i) Taisir/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling 

memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat 

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 

j) Itikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan 

kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan 

buruk lainnya. 

k) Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak 

dilarang oleh hukum dan tidak haram.  

l) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak) 
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m) Al-kitabah (tertulis) 

c. Rukun dan syarat akad atau perjanjian 

Adapun rukun dan syarat akad dalam kompilasi hukum 

ekonomi syariah adalah sebagai berikut: 

1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang/perseorangan, kelompok 

orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus 

cakap hukum, berakal, dan tamyiz. 

2) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, 

bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserah terimakan. 

3) Tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan 

akad. 

4) Kesepakatan 

d. Kategori hukum akad atau perjanjian 

Akad atau perjanjian tidak sah apabila bertentangan dengan: 

1) Syariat Islam 

2) Peraturan perundang-undangan 

3) Ketertiban umum 

4) Kesusilaan 

e. Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1) Akad yang sah, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya. 
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2) Akad yang fasad/dapat dibatalkan, adalah akad yang terpenuhi 

rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang 

merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. 

3) Akad yang batal/batal demi hukum, adalah akad yang kurang 

rukun dan atau syarat-syaratnya. 

f. Aib kesepakatan 

1) Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak 

mengandung unsur khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, 

taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. 

2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan: 

a) Kesepakatan mengikatkan diri 

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c) Terhadap sesuatu hal tertentu 

d) Suatu sebab yang halal menurut syari’at Islam. 

g. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila : 

1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya 

2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa 

akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak 

mematuhi perintah pemaksa tersebut 

3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, 

hal ini tergantung kepada orang perorangan 

4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta 

5) Paksaan bersifat melawan hukum. 
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h. Ingkar janji dan sanksinya 

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena 

kesalahannya: 

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya 

3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat 

perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar 

janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam 

akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat 

dijatuhi sanksi: 

1) Membayar ganti rugi 

2) Pembatalan akad 

3) Peralihan risiko 

4) Denda 

5) Membayar biaya perkara 

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: 

1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, 

tetap melakukan ingkar janji 
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2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

dilampaukannya 

3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan 

bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah 

paksaan. 

i. Keadaan memaksa 

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah 

satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan 

prestasinya. Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti: 

1) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak 

terduga oleh para pihak 

2) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 

pihak yang harus melaksanakan prestasi 

3) Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan 

pihak yang harus melakukan prestasi 

4) Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan 

beriktikad buruk. 

j. Risiko dalam melaksanakan akad 

1) Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan 

salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. 
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2) Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar 

kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh 

pihak peminjam. 

3) Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian 

di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, 

dipikul oleh pihak yang meminjamkan. 

k. Akibat akad 

1) Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari’ah 

bagi mereka yang mengadakan akad. 

2) Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara 

tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat 

akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash 

syari’ah. 

3) Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadaakan 

akad. 

4) Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila 

pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang 

merugikan pihak yang berpiutang.
32

 

3. Tinjauan Teori Tentang Kekuatan Perjanjian Online 

Berdasarkan pada acuan hukum di Indonesia, terkait dengan 

perjanjian tentunya harus bersumber dari suatu bentuk perjanjian atau 

perikatan seperti yang terkandung dalam pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 
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1338 KUHPerdata merupakan pasal yang paling dominan dalam asas 

kebebasan berkontrak, sedangkan pada pasal 1320 yang mengandung 

empat syarat diantaranya adalah adanya kata sepakat untuk suatu 

pengikatan diri, suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu 

perjanjian atau perikatan, adanya suatu hal tertentu yang mengikat dan 

adanya suatu sebab yang halal. 

Dalam aspek lain, perjanjian dalam bentuk tidak tertulis dilakukan 

karena saling percaya, walaupun perjanjian secara tidak tertulis ini sudah 

diakomodir oleh aturan atau ketentuan hukum dalam KUHPerdata dan 

adanya asas pacta sun servanda namun dalam praktiknya, perjanjian tidak 

tertulis ini dapat dicurangi dengan berbagai cara mengingat tidak ada bukti 

tertulisnya. Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian 

keberadaannya adalah penting karena dalam proses pembuktian apabila 

menjadi sengketa alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang 

mendalilkan sesuatu dalam pasal 163 HIR adalah alat bukti surat. Hal ini 

karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat atau akta memang 

sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. 

Perjanjian tidak tertulis bisa dibuktikan, selagi ada saksi-saksi 

yang menyaksikan perjanjian tidak tetulis tersebut dan semakin banyak 

saksi maka semakin bagus aspek pembuktiannya yaitu minimal ada dua 

orang saksi yang tujuannya menguatkan dalil mengenai adanya suatu 

perjanjian utang piutang secara tidak tertulis. Dalam perjanjian tidak 

tertulis harus ada aspek kepastian hukum bila terjadi sengketa di kemudian 
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hari. Perjanjian atau perikatan yang diatur dalam undang-undang pada 

dasarnya harus bisa diimplementasikan, sehingga menimbulkan akibat 

hukum manakala perjanjian itu dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal 

demi hukum, dan tidak menimbulkan suatu perjanjian. 

Disisi lain perjanjian tidak tertulis dalam hal ini juga tidak dapat 

diterapkan dalam perjanjian atua perikatan yang telah ditetapkan atau 

mengacu pada undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis, maka 

dalam hal ini perjanjian tidak tertulis tetaplah sah sebagai suatu perjanjian 

yang mengikat para pihak yang membuatnya dan sedangkan penyelesaian 

bila terjadi wanprestasi adalah pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa sah atau tidak sahnya suatu 

perjanjian tentu dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan 

instrumen atau alat hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku dan sifatnya mengikat. 

Dalam perjanjian tidak tertulis terkandung suatu makna janji yang 

dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang 

sifatnya mengikat. Berdasarkan hubungan tersebut dan adanya 

kesepakatan secara tidak tertulis. Di mana perjanjian tidak tertulis artinya 

tetap sah, namun manakala ada sengketa atau masalah maka hal tersebut 

sulit dibuktikan (aspek pembuktiannya menjadi sulit). Mengacu pada 

Pasal 5 UU ITE yaitu: 

a. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan 

alat bukti hukum yang sah. 
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b. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 

c. Mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang 

dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai 

dengan aturan dan ketentuan UU. 

d. Mengacu pada aturan atau ketentuan terhadap informasi elektronik 

seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti : 

1) Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis 

2) Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat 

dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat 

pembuat akta. 

Tentunya sebagai alat pelengkap, atas uraian tersebut dan 

berdasarkan keberadaan informasi elektronik atau dokumen elektronik 

adalah mengikat dan akan memberikan kepastian hukum dalam aspek 

pembuktiannya secara elektronik.  Berdasarkan hal tersebut perjanjian 

tidak tertulis tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk 

menyatakan seseorang melakukan ingkar janji atau wanprestasi, 

namun bilamana perjanjian tidak tertulis tersebut tidak diakui atau 

dibantah oleh pihak yang diduga melakukan ingkar janji atau 

wanprestasi. 

Maka perjanjian tidak tertulis tersebut tentu tidak mempunyai 

kekuatan hukum dan menyatakan bahwa seseorang tersebut yang 
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melakukan wanprestasi, karena dalam perjanjian tersebut bisa benar 

dan fakta adanya dan bisa juga tidak ada, hal ini tergantung pada aspek 

pembuktian dari para pihak. Mengingat hal ini disebabkan karena ada 

atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan 

seseorang melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Seseorang tidak 

dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang 

dibuatnya diantaran mereka dan dalam perjanjian tidak tertulis yang 

disangkal, dibantah atau dengan kata lain tidak diakui oleh salah satu 

pihak yang membuatnya 

Maka hal tersebut tentunya tidak memiliki kekuatan hukum 

guna menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian 

tidak tertulis yang tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatan 

hukumnya, jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian tidak tertulis 

tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat. Intinya bahwa dalam 

suatu perjanjian tidak tertulis pada dasarnya harus memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat antar berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, 

hal ini selaras dengan aturan dan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti di dalam 

upaya pengumpulan data penelitian sesuai dengan ketentuan standar yang telah 

ditentukan. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah agar 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
33

Adapun metode yang 

akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian hukum normative empiris,
34

 yaitu penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi kekuatan normative 

(Perspektif Hukum Perdata) secara langsung pada peristiwa-peristiwa hukum 

tertentu didalam masyarakat. Implementasi secara langsung adalah fakta 

empiris yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah merencanakan 

oleh Negara terutama para pihak dalam perjanjian tidak tertulis. Implementasi 

langsung diharapkan akan sempurna apabila ketentuan hukum normative 

lengkap, jelas dan tegas.
35

 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang objeknya yaitu kekuatan perjanjian tidak tertulis 
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pada arisan online emas dengan melalui tahapan penelitian lapangan (field 

research). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan 

informasi perihal data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi didasarkan pada 

pertimbangan keunikan, ketrampilan, dan kesesuaian dengan masalah yang 

dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal 

yang bermakna dan baru.
36

 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Bangsalsari 

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, karena di Desa Bangsalsari 

banyak masyarakat yang melakukan arisan online yang perjanjiannya tidak 

tertulis hanya saja melakukan kesepakatan antar pihak. Dan banyak dari 

mereka yang belum mengetahui bagaimana jika suatu saat terjadi akibat 

hukum dari kelalaian/wanprestasi dalam melakukan perjanjian tidak tertulis 

pada arisan online emas. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan salah satu sumber yang bisa memberikan 

informasi, dipilih secara purposive (pemilihan sampel) dan pelaksanaannya 

sesuai dengan tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pihak pertama, yakni admin arisan online emas 

2. Pihak kedua, anggota arisan online emas 
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Subjek penelitian tersebut dipilih karena orang-orang yang terlibat 

dalam aktifitas sehari-hari dalam kegiatan perjanjian tidak tertulis tersebut. 

Subjek dari data yang diperoleh merupakan sumber data dalam sumber 

penelitian, terdapat 3 jenis sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

yaitu: data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun jenis sumber data 

primer adalah penelitian yang didapatkan secara langsung dari lokasi 

penelitian. 

Data sekunder didapatkan beberapa teori serta informasi yang didapat 

dari sumbernya secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder adalah berbagai buku, hasil-hasil penelitian, jurnal yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan data tersier bahan 

hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan situs 

resmi (internet) yang mendukung dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan beberapa cara 

yang sudah disesuaikan dengan informasi yang diperlukan. Antara lain 

dilakukan dengan:
37

 

1. Wawancara 

Wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan 
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itu.
38

Tanya jawab yang dilakukan terhadap objek penelitian untuk 

memperoleh data-data yang konkrit mengenai sistem arisan online emas 

yang mana dalam arisan online emas ini sistem perjanjiannya tidak tertulis 

dan untuk mengetahui mekanisme dalam arisan online emas. Wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara yang terbuka, artinya wawancara yang 

subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan data 

dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.   Dalam kegiatan dokumentasi peneliti 

mengumpulkan gambar dan data yang mengikuti arisan online emas. 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, saat 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam sebuah 

wawancara pada saat periode tertentu, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap informasi yang didapat dalam metode wawancara. Apabila informasi 

yang didapat dalam wawancara setelah di analisis belum memuaskan, maka 
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peneliti harus malanjutkan pertanyaan lagi sampai hasil yang diperoleh sesuai 

dengan data yang kredibel.
39

 

Data yang diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis dan diolah 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penggambaran atau 

melukiskan secara sistematis, akurat dan faktual, sesuai fakta-fakta dan 

fenomena yang berhubungan dengan hal yang diteliti. 
40

Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data tentang analisis kekuatan perjanjian tidak tertulis pada 

arisan online emas untuk diambil kesimpulan. 

Aktivitas dalam metode analisis data, yaitu data conclusion 

drawing/verification, data reduction, dan data display. 

1. Reduksi Data (data reduction) merupakan metode merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya, dan menghindari hal-hal yang tidak perlu. 

2. Penyajian Data (data display) dalam penelitian kualitatif penyajian data 

bisa didapatkan dalam bentuk uraian singkat atau bagan hubungan antar 

kategori, dan sejenisnya. Hal yang terpenting yang bisa digunakan dalam 

sebuah penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat deskriptif dan naratif. 

3. Conclution drawing/verification merupakan langkah dalam analisis data 

kualitatif dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan 
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bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

F. Keabsahan Data 

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu metode dalam 

keabsahan data, yaitu triangulasi teknik. Triangulasi merupakan metode teknik 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan hal-hal yang terdapat diluar data 

tersebut keperluan, pengecekan terhadap data tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data 

dengan data hasil wawancara kemudian disimpulkan dengan kesimpulan yang 

menarik sebagai hasil temuan lapangan. 

G. Tahap-tahap Pengumpulan Data 

Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian 

yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain: 

a. Menyusun rencana penelitian 

Dalam tahapan ini peneliti harus mampu memahami segala 

metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian ditata 

menjadi tahapan penelitian. Kualitas sebuah penelitian ditentukan oleh 

ketepatan pemahaman, penyusunan teori dalam sebuah penelitian. 

b. Menentukan lapangan penelitian 

Dengan hal ini peneliti memilih objek penelitian di Desa 

Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 
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c. Melakukan peninjauan objek penelitian (peneliti melakukan observasi 

sementara terkait objek penelitian yang telah ditentukan). 

d. Mengurus perijinan 

Hal pertama yang harus diketahui peneliti adalah pihak siapa 

yang berwenang memberikan izin dalam melakukan penelitian. Pihak 

yang berwenang dalam memberikan izin dalam penelitian ini yaitu 

kepala pemerintahan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Selain itu peneliti harus memperhatikan beberapa syarat lain yang 

diperlukan. 

e. Menyiapkan persiapan lapangan 

Dalam Tahap ini yaitu melakukan atau orientasi lapangan, 

menilai keadaan lapangan. Dengan baik melalui orang-orang tentang 

kondisi dan situasi tempat penelitian tersebut. 

f. Memilih dan menggunakan informan 

Informan merupakan orang yang digunakan sebagai pemberi 

informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian. Manfaat 

informan bagi penelitian merupakan kebutuhan yang sangat penting 

terkait fakta yang terdapat dalam lapangan. 

2. Tahap Pekerja Lapangan/ tahap riset 

a. Memahami tujuan dan latar belakang dari objek penelitian. 

b. Memasuki lapangan objek penelitian. 

c. Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan. 

d. Melakukan pengumpulan data. 
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e. Menganalisis data dengan prosedur yang ditentukan. 

f. Tahap akhir penelitian (analisis data). 

g. Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul. 

h. Penarikan kesimpulan. 

i. Kritik dan saran. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Yang dimaksud dengan gambaran obyek penelitian adalah gambaran 

yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari 

obyek yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Perjanjian Tidak Tertulis Pada 

Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari 

Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Desa 

ini terletak diperbatasan antara Kecamatan Rambipuji di sebelah timur, 

Kecamatan Balung di sebelah selatan, Kecamatan Umbulsari di sebelah 

barat laut, Kecamatan Tanggul di sebelah barat, dan pegunungan yang di 

sebelah utara. Di Kecamatan Bangsalsari ini terdapat home base sebuah 

perusahaan penyedia bibit unggas yang memasok produknya ke sejumlah 

daerah di Indonesia. Modal transportasi dari Bangsalsari dapat melalui 

darat dengan adanya jalan raya Surabaya-Jember-Banyuwangi yang 

melintas di Kecamatan ini dan terdapat pula stasiun Bangsalsari yang 

hanya melayani pemberhentian kereta api probowangi dengan relasi 

stasiun Surabaya kota stasiun Banyuwangi baru. 

Penduduk Desa Bangsalsari terdiri dari beberapa suku, suku yang 

terbesar adalah suku Jawa dan Madura. Seperti halnya karakteristik 

masyarakat Jember pada umumnya, masyarakat Desa Bangsalsari 

memiliki sifat terbuka dan semangat gotong royong yang menjadi modal 
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dasar positif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah 

Bangsalsari. Dalam hal beragama, masyarakat Desa Bangsalsari bisa 

dikategorikan sebagai pemeluk agama yang taat. Dengan ketentuan agama 

yang harus dianut penduduk Desa Bangsalsari adalah agama Islam. Jadi 

semua penduduk Desa Bangsalsari beragama Islam. Mata pencaharian di 

Desa Bangsalsari adalah pekerja petani. Karna beberapa faktor dan 

minimnya pendidikan di Desa tersebut maka banyak dari masyarakat Desa 

Bangsalsari yang menggantungkan hidupnya hanya pada pekerjaan 

tersebut. 
41

 

Pelaksanaan kegiatan arisan online emas di Desa Bangsalsari 

sebagian besar yang berminat kebanyakan perempuan dan rata-rata dari 

mereka adalah berusia 20 tahun ke atas. Arisan online emas ini di bentuk 

di media sosial yaitu whatsapp dimana arisan emas ini di buatkan grub 

khusus anggota yang bergabung dalam arisan, dimana dalam grub tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan oleh 

admin arisan mengenai syarat, pembayaran, dan tata cara pelaksanaan 

arisan emas tersebut.  Arisan online emas ini di lakukan selama dua 

minggu satu kali. Setiap anggota yang mengikuti arisan online emas ini 

harus mengikuti syarat yang telah di buat oleh admin dan telah disepakati 

bersama. Dalam kegiatan arisan emas ini perjanjiannya dilakukan secara 

tidak tertulis hanya saja mengandalkan kata sepakat. 
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2. Sejarah Terbentuknya Arisan Online Emas di Bangsalsari 

Hampir semua pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. 

Arisan berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada 

arisan barang, arisan uang, arisan emas dan arisan online. Ternyata tidak 

hanya terjadi di Negeri ini, di Negara Arab juga dikenal sejak abad ke 

sembilan hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab yang hingga kini 

berkembang dengan pesat. Bila demikian sudah mendunia, tentunya tidak 

lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar’i bentuk muamalah seperti 

ini, apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada 

sebelumnya pada masa Nabi. Fenomena ini demikian semarak dilakukan 

kaum Muslimin karena adanya kemudahan dan banyak membantu 

mereka.
42

 

Arisan di Bangsalsari ini adalah arisan online emas yang mulanya 

arisan ini dilakukan secara tatap muka pada tahun 2019. Awal mendirikan 

arisan emas ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan 

simpanan dalam bentuk perhiasan emas. Hal ini dikarenakan semakin 

tingginya harga emas di pasaran setiap bulannya. Semua ketentuan dalam 

arisan ini sudah disepakati di awal pembentukan. 

Seiring dengan perkembangan zaman arisan emas ini di lakukan secara 

online pada tahun 2020 di media sosial yaitu whatsapp. Admin arisan 

online emas ini awalnya mempromosikan di facebook dan grup online 

shop. Hal yang membuat tertarik dari arisan online emas ini adalah tidak 
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merugikan anggota jika emas kita gadaikan dengan harga pasaran dan bisa 

menguntungkan juga, jika harga di pasaran naik untungnya bisa berkali-

kali lipat dengan berbedanya harga sebelum ikut arisan. Dari keuntungan 

tersebut banyak masyarakat yang tertarik pada arisan online emas ini. 

3. Struktur Pengurus Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari 

Gambar 4.1 

Struktur Pengurus Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin arisan adalah orang yang bertindak mengatur, mengelola arisan 

serta bertanggung jawab. Admin juga yang mengumpulkan anggota-anggota 

Anggota 

1. Owner 

2. Imaey 

3. April 

4. Qwen 

5. Ima 

6. Rosa 

7. Aury 

8. Novi 

9. Riza 

10. Cindy 

 

Bendahara 

Halima 

Emas 20gr, perbulan 

1. 1.975.000 

2. 1.975.000 

3. 1.975.000 

4. 1.975.000 

5. 1.975.000 

6. 1.975.000 

7. 1.975.000 

8. 1.975.000 

9. 1.975.000 

10. 1.975.000 

Admin 

Amelia Mulingka 

Sekretaris 

Lifah 
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arisan. Sekretaris dalam arisan online emas adalah orang yang mencatat 

anggota yang membayar kewajibannya selama satu bulan sekali. Bendahara 

dalam arisan online emas adalah orang yang memegang uang arisan. 

Anggota dalam arisan online emas ini adalah membayar uang tiap bulannya 

sebesar 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) dengan 

mendapatkan emas sebesar 20 gram. Dalam arisan online emas yang 

dilakukan di Desa Bangsalsari ini setiap grup ber anggota maksimal 10 

orang. Arisan ini dilakukan dengan sistem bergilir sesuai nomer urut yang 

disepakati diawal perjanjian. 

B. Penyajian dan Analisis Data 

Penyajian dan analisis data merupakan deskripsi dari hasil penelitian 

dengan mengacu pada fokus penelitian dan kerangka teoritik serta data yang 

terdapat dalam objek penelitian. Penyajian dan analisis data memuat tentang 

deskripsi data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode 

wawancara, dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan 

dan mendukung dalam penelitian ini. Setelah melalui proses peralihan data 

dengan berbagai metode mulai dari data yang luas yang bersifat umum, hingga 

data yang mulai mengerucut. Pada akhirnya sampailah pada pemberhentian 

meraih data, karena data yang diperoleh sudah dianggap mampu mewakili 

(representative). 
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1. Kedudukan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas di 

Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 

Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia. 

Hukum perjanjian di Indonesia sejatinya masih menggunakan 

peraturan kolonial belanda dimana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka 

pada perjanjian (open system) yang artinya bahwa para pihak bebas 

mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, 

pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis. Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang 

telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi:  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Arisan online emas ini menganut sistem perjanjian tidak tertulis 

yang mana para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada 

selembar kertas, perjanjian pada arisan online emas ini hanya berlandaskan 

kata sepakat bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. 

Hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian. 

Adapun syarat sahnya perjanjian yaitu:
43

 

a. Adanya Kesepakatan kedua belah pihak 

Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam 

melaksanakaan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan 
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 Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan 

Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di 

Pengadilan ditinjauh dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 

2008”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019. 



 

 

 

57 

untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah 

pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk 

mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan 

secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila 

sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran 

maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya 

persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak. Dimana kesepakatan 

itu sendiri adalah hal yang sulit dirumuskan kapan kata sepakat itu 

terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata persesuaian 

pernyataan kehendak adalah berupa:
44

 

1) Bahasa yang lengkap dan ditulis 

2) Bahasa yang sempurna secara tidak tertulis 

3) Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan 

jelas oleh pihak lawannya 

4) Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya 

5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya 

Menurut keterangan yang diperoleh melalui wawancara admin 

arisan online emas ibu Amel yang berkata bahwa: 

“Arisan online emas ini di mulai sejak tahun 2020 mbak. 

Arisan emas ini diadakan di grup whatsapp saja. Syarat 

mengikuti arisan online emas ini hanya mengirimkan foto KTP. 

Sistem arisan ini sesuai dengan nomer urut bukan kocokan 

mbk. Jika ada anggota yang berhenti dinyatakan hangus nomer 

di lelang dan tidak ada uang kembali. Jika ada anggota yang 

telat membayar uang arisan itu di denda 50 ribu perharinya 
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mbak. Untuk nominal arisan itu tergantung berapa gram emas 

yang di ikutinya mbak. Kegiatan arisan online emas ini 

kesepakatannya hanya di grup whatsapp saja mbk, tanpa di 

buatkan surat perjanjian”.
45

 

 

Menurut pendapat ibu lifah sebagai anggota arisan online emas 

yang peneliti wawancarai pada saat itu, menurutnya: 

“Arisan ini perjanjiannya hanya mengandalkan kata sepakat di 

grup whatsapp mbk, intinya saling percaya antar anggota 

dengan admin arisan mbk”.
46

 

 

Menurut penjelasan wawancara diatas arisan online emas ini 

menganut sistem perjanjian tidak tertulis yang mana para pihaknya 

tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas. Perjanjian 

pada arisan online emas ini hanya berlandaskan kata sepakat bersama 

antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Dalam pasal 1320 

KUHPerdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk 

tertulis. Hal ini juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu 

adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. 

Kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga 

kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan 

hukum, apakah seseorang itu faham atas akibat hukum dari 

tindakannya. Selain itu kecakapan juga soal kewenangan. 
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Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam 

melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur 

dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan 

hukum akan tetapi tidak memiliki kewenangan maka tidak berhak 

dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian. Apabila 

mereka melakukan, padahal tidak mempunyai kewenangan, maka 

jelaslah perjanjian itu tidak sah. 

Menurut pernyataan admin arisan ibu Amel yaitu: 

“Anggota yang mengikuti arisan emas ini sudah dewasa semua 

mbk, sudah ber rumah tangga dan rata-rata umurnya di atas 20 

tahun mbak. Anggota arisan emas yang minat ini kebanyakan 

ibu-ibu rumah tangga dan anggotanya tidak hanya warga 

Bangsalsari saja melainkan dari beberapa desa mbak.”
47

 

 

Menurut pernyataan admin arisan bahwa pihak yang mengikuti 

arisan online emas ini sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap 

dalam membuat perjanjian dan sudah terpenuhi umur dewasa menurut 

hukum. Serta faham atas akibat hukum dari tindakannya. Kecakapan 

seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang 

sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah 

menikah, hal tersebut sudah dicetuskan dalam Pasal 330 KUH Perdata: 

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 

genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah 

kawin.” 
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c. Adanya objek 

Adanya objek adalah sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa 

belandanya ialah Onderwerp van de Overeenkomst. Menurut Pasal 

1333 KUHPerdata perjanjian haruslah terdapat objek yang 

diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta 

prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. 

Ada tiga bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu 

dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam 

bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk 

prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. 

Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas 

dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada 

sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, 

sehingga berakibat batal demi hukum (vanrechtwegenitig) dan 

perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Objek perjanjian yang 

dimaksud di dalam perjanjian arisan online emas ini adalah hak dan 

kewajiban para anggota. Menurut pernyataan ibu Cindy anggota arisan 

yaitu: 

“Saya ikut arisan emas yang 5 gram mbk, bayarnya itu 495 

ribu per dua minggu sekali mbak. Cara bayarnya itu di transfer 

ke nomer rekening admin mbak. Dan pembayaran arisan itu di 

kasik waktu sampai jam 12 siang mbak, melebihi jam itu di 

anggap telat mbak. Dan perharinya itu di kenakan denda 50 

ribu mbak.”
48
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Sama halnya dengan pendapat ibu Halim anggota arisan emas 

yang peneliti wawancarai pada saat itu, menurutnya:  

“Saya ikut arisan yang 15 gram mbk, dan mainnya itu 1 bulan 

satu kali mbak perbulannya itu bayar 1.485 ribu”.
49

 

 

Dari hasil wawancara ibu Cindy dan ibu Halim bahwa objek 

dalam perjanjian ini adalah emas, yang mana anggota yang mengikuti 

arisan 5 gram emas ini bayarnya per 2 minggu sekali sebesar Rp. 

495.000,. (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan anggota yang 

mengikuti arisan online emas 15 gram bayarnya 1 bulan sekali sebesar 

Rp. 1.485.000,. (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 

d. Adanya sebab yang halal  

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya sebab yang 

halal. Menurut Pasal 1335 yang berbunyi:  

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu 

sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai 

kekuatan.” 

 

Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. 

Halal yang terdapat didalam KUHPerdata tidak dijelaskan. Akan tetapi 

menurut Pasal 1337 KUHPerdata terdapat larangan dalam membuat 

perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang: 

1) Bertentangan dengan undang-undang 

2) Bertentangan dengan kesusilaan 

3) Bertentangan dengan ketertiban umum 

Menurut pendapat admin arisan ibu Amel menyatakan: 
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“Arisan emas ini penerimaannya anggotanya langsung ikut ke 

toko mbk, milih sendiri emasnya dan sesuai gram yang diikuti 

anggota itu mbk. Saya ngambil emasnya ini di toko Sumber 

Rezeki Bangsalsari mbak. 

 

Menurut wawancara ibu Ida anggota arisan online emas 

menyatakan: 

“Saya awal mengikuti arisan online emas ini tahun 2021 mbk, 

syarat mengikuti arisan ini hanya mengirimkan foto KTP 

melalui grup whatsapp saja mbk. Arisan emas ini sistemnya 

bergilir sesuai nomer urut yang di sepakati di awal itu mbk. 

Bayarnya melalui transfer ke nomer rekening admin dan nanti 

penerimaan arisan emasnya itu anggotanya langsung ikut 

adminnya ke toko emas mbk dan disuruh milih sendiri emas 

yang sesuai yang kita mau mbk. Emas yang dipilih itu sesuai 

berapa gram emas yang diikuti mbk”.
50

 

 

Menurut wawancara di atas arisan emas ini penerimaan 

emasnya langsung memilih sendiri, dan anggota yang mengikuti arisan 

langsung ikut ke tokonya tanpa adanya keterpaksaan. Jadi sudah jelas 

bahwa arisan online emas ini tidak melanggar Undang-Undang dan 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan 

bahwa akad dalam pasal 20 merupakan suatu kesepakatan yang dibuat 

oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang 

dilakukan dengan ijab qabul sesuai dengan syariat dan disertai dengan 

adanya kekuatan hukum didalamnya. 
51

Dalam kompilasi hukum 

ekonomi syariah rukun dan syarat akad terdapat di pasal 22 KHES 

sebagai berikut: 
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1. Rukun akad terdari dari: 

a. Pihak-pihak yang berakad 

b. Objek akad 

c. Tujuan pokok akad 

d. Kesepakatan 

2. Ingkar janji dan sanksinya 

Terdapat di pasal 36 KHES yang berbunyi pihak dapat 

dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: 

a. Tidak melakukan apa yang dijadikan untuk melakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang di janjikannya tetapi tidak 

sebagaimana di janjikannya. 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan.
52

 

3. Asas akad terdiri dari: 

a. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh 

para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh 

yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera 

janji. 

b. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik 

manipulasi dan merugikan salah satu pihak. 

c. Al-kitabah (tertulis)
53
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Dalam al-Qur‟an, ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan 

perjanjian, yaitu al-‟aqdu (akad) dan al-‟ahdu (janji). Kata al-aqdu 

terdapat dalam surat al- Maidah ayat 1 : 

 ياَ أيَُّهاَ الَّذِييَ آهٌَىُا أوَْفىُا باِلْعُقىُدِ 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.
54

 

Jika melihat pada asas perjanjian dalam KHES menyebutkan 

asas Al-kitabah yakni prinsip perjanjian tertulis yang mana prinsip 

tersebut untuk prinsip kehati-hatian jika terjadi sengketa. Maka dari 

itu, perjanjian tidak tertulis dalam arisan online tersebut sah apabila 

telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. 

Dari yang di jabarkan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian 

tidak tertulis yang dilakukan di arisan online emas ini merupakan salah 

satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang 

belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan 

yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan 

ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian tidak 

tertulis yang ada di arisan online emas tersebut merupakan perjanjian 

yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang 

disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa sahnya perjanjian 

tidak harus tertulis. Tetapi dalam KHES ada asas Al-Kitabah yang 

mendifinisakan harus tertulis. 
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2. Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online 

Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 

Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia. 

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku 

III KUHPerdata tentang perikatan. Perikatan di hasilkan oleh perjanjian. 

Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.
55

 Seperti yang di uraikan sebelumnya, 

arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan 

oleh kata sepakat diantara para pihak. Menurut wawancara admin arisan 

ibu Amel menyatakan bahwa: 

 “Arisan online emas ini meskipun perjanjiannya tidak tertulis 

namun sistem pelaksanaannya jelas mbk. Kalau ditanya kuat atau 

tidak dalam pembuktian jika nantinya terjadi hal yang tidak 

diinginkan di bawa ke jalur hukum pastinya kuat mbk. Kan saya 

punya bukti chat di grup itu mbk. Tapi saya mengutamakan 

anggota yang jujur serta bertanggung jawab mbak”.
56

 

 

Menurut pernyataan ibu Mida selaku anggota arisan 

mengungkapkan bahwa: 

“Arisan ini sistem perjanjiannya memang tidak tertulis mbk, kalau 

di tanya masalah kuat atau tidak dalam pembuktian nantinya kalau 

terjadi hal yang tidak diinginkan saya pasrah pada adminnya itu 

dah mbak. Soalnya waktu terjadi kesepakatan bersama itu 

adminnya bilang pasti tanggung jawab dan amanah mbk”.
57

 

 

Menurut wawancara ibu Lifah selaku anggota arisan emas 

menyatakan bahwa: 
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“Selama ini saya mengikuti arisan online emas masih aman-aman 

saja mbak. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada arisan 

ini pasti tidak kuat buktinya mbk. Soalnya perjanjiannya tidak 

tertulis mbk. 

 

Arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember ini menganut sistem perjanjian tidak 

tertulis yang mana nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan sulit 

untuk membuktikannya. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di 

dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas 

untuk membangun kepastian yang formal bahwasannya dalam pihak-pihak 

yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan harus tunduk dengan 

niat baik dan konsekuen. 

Pada umumnya memang perjanjian tidak ada bentuk khusus harus 

tertulis maupun tidak tertulis, karena keduanya bisa dijadikan alat bukti 

bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Bila mengaitkan pada kekuatan 

hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang 

lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur, syarat sah dan asas 

perjanjian. Bisa dikatakan bahwa perjanjian tidak tertulis sering dijumpai 

dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit 

hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi 

para pihak jika terjadi kecurangan.
58

 

Menurut pernyataan admin arisan online emas ibu Amel 

mengungkapkan bahwa: 
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“Dalam arisan emas ini tidak ada bukti tertulisnya mbak, hanya 

saja data chat di grup whatsapp itu mbk, ada juga foto KTP pihak 

yang mengkiti arisan itu mbk. 
59

 

 

Menurut pendapat ibu Halim selaku anggota arisan online emas 

berpendapat bahwa: 

“Arisan ini tidak ada bukti tertulisnya mbk, jika nanti terjadi hal 

yang tidak diinginkan pasti tidak kuat pembuktiannya mbk. Hanya 

saja ada data di grup arisan itu mbk. 

 

Bukti tertulis dalam perjanjian keberadaannya sangat penting, 

karena dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat 

bukti surat. Karena hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat 

ataupun akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan 

proses pembuktian. Untuk itu dalam perkara perdata teori pembuktian 

positif adalah yang paling sering digunakan. Perjanjian tidak tertulis 

hakikatnya tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan 

dengan adanya saksi. Saksi yang menyaksikan perjanjian tidak tertulis 

tersebut bisa menguatkan dalil adanya suatu perjanjian. 

Akan tetapi, saksi di hukum acara perdata tidaklah bisa satu saja, 

sesuai dengan prinsip unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUHPerdata) 

maksudnya adalah seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat 

dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal dua orang saksi. 

Apabila dalam perjanjian tidak tertulis arisan hanya terdapat satu orang 

saksi, bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian tersebut tetap 

sah dimata hukum karena sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada, 
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namun yang menjadi masalah adalah bilamana terjadi perselisihan dan 

sengketa maka untuk mencapai kekuatan hukum harus disertai saksi lebih 

dari dua dengan alasan yang kuat. 

Arisan online emas ini melibatkan media elektronik sebagai alat 

jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE (Informasi dan 

Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. 

Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni 

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa: 

a. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan 

alat bukti hukum yang sah. 

b. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 

c. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai 

dengan aturan dan ketentuan UU. 

Mengacu pada aturan terhadap informasi elektronik pada ayat (1) 

tidak berlaku untuk peruntukan seperti: 

a. Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis. 

b. Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam 

bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.  

Berdasarkan penjabaran UU ITE diatas, jelaslah agar perjanjian di 

arisan online emas ini mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada 
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bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai 

pendukung misalnya, screenshoot bahwasannya para anggota dalam arisan 

telah menyatakan kata sepakat, ataupun setuju dengan ketentuan-ketentuan 

pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari pembuktian-pembuktian 

pembayaran yang telah dilakukan. 

Jika dilihat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah hukum 

kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Sebagaimana kaidah fikih 

mengatakan :  

 والأصل في العقىد والوعاهلات الصحة حتً يقىم دليل علً البطلاى والتحزين

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
60

 

 

Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak 

mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki 

hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses 

pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak 

ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang 

memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya 

mubah. 

Adapun ayat Al-qur’an yang menjelaskan bahwa perjanjian itu 

hendak dilakukan secara tertulis: 

سَمًّّى فَاكْتُبُوْهُ     يٰأيَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إذَِا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلِٰى أجََلٍ مُّ
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 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”.
61

 

 

Jika ditinjau dari KUHPerdata khususnya tentang perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya 

perjanjian maka perjanjian tidak tertulis di arisan online emas ini sudah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari peserta 

arisan online emas, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan 

arisan online emas, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek 

dalam arisan online emas tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh 

UU. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian tidak tertulis di arisan 

online emas yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  

3. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian 

Tidak Tertulis Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari 

Kabupaten Jember 

Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi. Prestasi yang ada 

didalam hukum perjanjian berupa pelaksanaan yang telah disepakati, 

jelasnya adalah saat membuat perjanjian masing-masing pihak telah setuju 

apapun ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut, pelaksanaan 

ketentuan maupun kondisi inilah disebut sebagai prestasi. Sedangkan 

wanprestasi merupakan lawan dari prestasi, yakni tidak adanya 
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pelaksanaan dari yang sudah disepakati ataupun pelaksanaan yang 

dilakukan tidak sesuai yang telah diperjanjikan. 

Prestasi yang dimaksud di dalam arisan online emas ini berupa hak 

dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mengikatkan dirinya pada 

arisan. Hak dan kewajiban lahir dikarenakan kesepakatan yang telah di 

buat, hal inilah yang disebut prestasi. Rumusan tersebut memberikan 

konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak, di 

mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) 

dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut 

(kreditur). Dalam kegiatan arisan online emas di Desa Bangsalsari ada 

anggota arisan yang sering telat memenuhi kewajibannya menurut 

pernyataan admin arisan ibu Amel yaitu: 

“Ya mbk memang ada anggota yang sering telat bayar arisan mbk, 

tapi gak sampe lama mbk, paling cuman 3 harian itu mbk. Soalnya 

saya sudah buat kesepakatan di awal itu mbk kalau ada yang telat 

bayar maka di denda perharinya 50 ribu. Anggota yang sering 

melanggar itu yang sudah dapet emasnya itu mbak, kebanyakan 

yang begitu.”
62

 

 

Menurut penjelasan admin arisan online emas ini sering di langgar 

oleh para anggotanya karena telat membayar uang arisan. Pihak anggota 

hanya menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa 

mengingat apakah kewajibannya sendiri itu telah dijalankan, padahal yang 

menjadi suatu kewajiban pribadi ataupun semua anggota arisan emas ini 

merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain. Jika individu 

atau badan hukum hanya mengingat haknya saja maka dapat merugikan 
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pihak lain yang berhubungan dengan manusia pribadi, ataupun badan 

hukum tersebut. 

Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi 

terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Karena 

ada anggota arisan yang tidak menjalankan kewajibannya dengan tepat 

waktu, baik disengaja ataupun tidak. Untuk itu, munculah akibat hukum 

selanjutnya yang memungkinkan digunakan pada arisan yaitu peralihan 

resiko. Jika dalam arisan para pihak memilih upaya hukum untuk peralihan 

resiko itu artinya adalah semua resiko akan dibebankan kepada pihak 

debitur.
63

 

Menurut pernyataan ibu Deva anggota arisan yaitu: 

“ya mbk memang ada anggota yang sering telat bayar mbk. Tapi 

admin arisannya itu yang menanggung semuanya mbk, karena 

admin arisan itu mengambil urutan yang pertama mbk, jadi kalau 

ada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya secara tepat 

waktu maka admin arisan emas itu yang menanggung mbk. Jadi 

arisannya itu tetep berjalan mbk”.
64

 

 

Menurut pernyataan ibu Deva anggota yang telat membayar uang 

arisan di tanggung oleh admin, karena admin memperoleh urutan yang 

pertama sesuai kesepakatan perjanjian di awal. Jadi admin harus 

menanggung kewajiban para anggota arisan yang telat memenuhi 

kewajibannya agar arisan emas tetap berjalan. Sesuai dengan Pasal 1237 

KUHPerdata tentang peralihan resiko adalah peralihan kewajiban untuk 
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memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu 

pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman ada tiga bentuk dari 

wanprestasi yaitu: 

a. Anggota arisan sama sekali tidak memenuhi perjanjian 

b. Anggota terlambat memenuhi perjanjian  

c. Anggota arisan keliru dan tidak pantas memenuhi perjanjian.
65

  

Menurut pernyataan ibu Putri anggota arisan yang telat membayar 

yaitu: 

“ya mbak saya memang sering telat bayar mbak, akibat covid itu 

saya berhenti bekerja mbak, jadi perekonomian saya jadi menurun 

mbak dan suami saya jarang kerja mbak. Tapi saya gak kabur 

kemana-mana mbk tetep saya bayar arisannya meskipun sering 

telat mbk.”
66

 

 

Menurut pernyataan anggota arisan emas yang telat memenuhi 

kewajibannya ini sering telat membayar karena perekonomiannya 

menurun akibat pandemi dan pihak suami yang jarang bekerja. 

Permasalahan ini termasuk wanprestasi karena anggota arisan online emas 

tersebut sudah terlambat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan di 

awal perjanjian. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi: 

“Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 

suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan 

lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu 

yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau 
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dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 

ditentukan.” 

 

Dari pendapat admin arisan online emas ibu amel, menyatakan: 

“Permasalahan seperti ini saya tidak membawa ke jalur hukum 

mbak, soalnya permasalahannya masih bisa diselesaikan secara 

kekeluargaan dan anggota yang telat membayar itu masih bisa 

menanggung apa yang menjadi kewajibannya mbk”.
67

 

 

Dari penjelasan ibu Amel selaku admin arisan online emas, 

permasalahan ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa 

adanya jalur hukum. Semua ketentuan tanggung jawab kembali kepada 

kesepakatan yang telah di tentukan di awal perjanjian. Permasalahan yang 

terjadi antara admin arisan dengan anggota yakni diselesaikan dengan cara 

negoisasi, yakni pihak admin memberikan suatu perpanjangan waktu 

kepada anggota untuk membayar kewajibannya sesuai kesepakatan di 

awal perjanjian di grup whatsapp. Sehingga penyelesaian pada 

perselisihan wanprestasi pada arisan online emas ini adalah dengan 

melihat kembali kepada kesepakatan di awal karena kegiatan arisan ini 

dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab 

bilamana arisan macet. 
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C. Pembahasan Temuan 

1. Kedudukan Perjanjian Tidak Tertulis Secara Online di Desa 

Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut 

Hukum Perjanjian di Indonesia 

Hukum perjanjian di Indonesia sejatinya masih menggunakan 

peraturan kolonial Belanda dimana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka 

pada perjanjian (open system) yang artinya bahwa para pihak bebas 

mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, 

pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis. Dalam arisan online emas ini menganut sistem perjanjian 

tidak tertulis yang mana para pihaknya tidak menuliskan perjanjian 

tersebut pada selembar kertas, perjanjian pada arisan online emas ini hanya 

berlandaskan kata sepakat bersama antar anggota dengan menaruh rasa 

kepercayaan. Hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat 

perjanjian. 

Perjanjian tidak tertulis yang dilakukan di arisan online emas ini 

merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak 

bernama yang belum ada keterangannya disebutkan di dalam perundang-

undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak 

dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian tidak 

tertulis yang ada di arisan online emas tersebut merupakan perjanjian yang 

sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada 

Pasal 1320 KUH Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. 
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Maka dari itu, perjanjian tidak tertulis dalam arisan online tersebut sah 

apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. 

Pada dasarnya perjanjian dengan konsep arisan diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata di buku III bab II tentang perikatan-

perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak. Diatur 

pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII diatur mengenai asas hukum 

dan norma hukum dalam perikatan ataupun perjanjian yang memiliki 

karakteristik lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian bernama.
68

 

Selain perjanjian bernama, ada pula perjanjian tidak bernama. 

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum ada di atur di 

dalam KUHPerdata maupun KUHD. Perjanjian ini di bentuk karena 

adanya asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap orang 

berhak dan bebas mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapapun. 

Perjanjian tidak bernama sebenarnya juga di atur pada Pasal 1319 

KUHPerdata yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang 

mempunyai nama khusus maupun yang tidak di kenal dengan suatu nama 

tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab 

yang lain. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan bahwa 

akad dalam pasal 20 merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan dengan 

ijab qabul sesuai dengan syariat dan disertai dengan adanya kekuatan 
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hukum didalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun 

dan syarat akad terdiri dari: 

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang/perseorangan, kelompok 

orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus 

cakap hukum, berakal, dan tamyiz. 

2. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, 

bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserah terimakan. 

3. Tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan 

akad. 

4. Kesepakatan 

Dalam Kompilasai Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 menyebutkan 

bahwa akad dilakukan berdasarkan asas: 

1. Iktiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau 

pihak lain. 

2. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 

pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. 

3. Iktiyai/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang dan dilaksankan secara tepat dan cermat. 
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4. Luzum/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang 

jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik 

spekulasi atau maisir. 

5. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi 

dan merugikan salah satu pihak. 

6. Taswiyah/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki 

kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang 

seimbang. 

7. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban 

para pihak secara terbuka. 

8. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan 

para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi 

yang bersangkutan. 

9. Taisir/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling 

memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat 

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 

10. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan 

kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan 

buruk lainnya. 

11. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang 

oleh hukum dan tidak haram. 

12. Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak) 

13. Al-Kitabah (tertulis). 
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Menurut pendapat peneliti bahwa kedudukan perjanjian tidak 

tertulis pada arisan online emas ini adalah sah dan mengikat bagi 

anggota dan admin arisan yang telah membuat perjanjian. Kegiatan 

arisan online emas di Desa Bangsalsari ini perjanjiannya tidak tertulis 

hanya saja berlandasan kata sepakat bersama tanpa di buatkan surat 

perjanjian. Perjanjian di buat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, 

mau tertulis atau tidak tertulis. Apabila kedua belah pihak yang 

membuat perjanjian sama-sama sepakat dari isi perjanjian dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang maupun KHES dan hukum yang 

berlaku di masyarakat. 

2. Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online 

Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 

Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia 

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku 

III KUHPerdata tentang perikatan. Perikatan di hasilkan oleh perjanjian. 

Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.
69

 Seperti yang di uraikan sebelumnya, 

arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan 

oleh kata sepakat diantara para pihak. 

Arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember ini menganut sistem perjanjian tidak 
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tertulis yang mana nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan sulit 

untuk membuktikannya. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di 

dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas 

untuk membangun kepastian yang formal bahwasannya dalam pihak-pihak 

yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan harus tunduk dengan 

niat baik dan konsekuen. 

Pada umumnya memang perjanjian tidak ada bentuk khusus harus 

tertulis maupun tidak tertulis, karena keduanya bisa di jadikan alat bukti 

bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Bila mengaitkan pada kekuatan 

hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang 

lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur, syarat sah dan asas 

perjanjian. Bisa dikatakan bahwa perjanjian tidak tertulis sering di jumpai 

dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit 

hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi 

para pihak jika terjadi kecurangan.
70

 

Menurut Pasal 164 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dalam 

hukum acara perdata terdiri atas bukti surat, bukti saksi, bukti 

persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Bukti tertulis atau bukti 

surat dalam suatu perjanjian keberadaannya penting, karena dalam proses 

pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat. Karena 

hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat ataupun akta 

memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses 
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pembuktian. Untuk itu dalam perkara perdata teori pembuktian positif 

adalah yang paling sering digunakan. Perjanjian tidak tertulis hakikatnya 

tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan dengan adanya 

saksi. Saksi yang menyaksikan perjanjian tidak tertulis tersebut bisa 

menguatkan dalil adanya suatu perjanjian.
71

 

Arisan online emas ini melibatkan media elektronik sebagai alat 

jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE (Informasi dan 

Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. 

Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni 

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa: 

a. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan 

alat bukti hukum yang sah. 

b. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 

c. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai 

dengan aturan dan ketentuan UU. 

d. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti 

pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti : 

1) Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis. 
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2) Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat 

dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat 

pembuat akta.
72

 

Berdasarkan penjabaran UU ITE diatas, jelaslah agar perjanjian di 

arisan online emas ini mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada 

bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai 

pendukung misalnya hasil cetak atau screenshoot bahwasannya para 

anggota dalam arisan telah menyatakan kata sepakat, ataupun setuju 

dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari 

pembuktian-pembuktian pembayaran yang telah dilakukan. 

Jika ditinjau dari KUHPerdata khususnya tentang perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya 

perjanjian maka perjanjian tidak tertulis di arisan online emas ini sudah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari peserta 

arisan online emas, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan 

arisan online emas, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek 

dalam arisan online emas tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh 

UU. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian tidak tertulis di arisan 

online emas yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab II asas akad 

pasal 21 “akad dilakukan berdasarkan asas Al-Kitabah (tertulis)”.
73
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Diperbolehkan juga adanya jaminan dalam transaksi tersebut. Dalam 

KHES pasal 608 “pemberi jaminan qard dapat meminta jaminan kepada 

nasabah apabila dianggap perlu”.
74

 Tulisan jaminan atau catatan tersebut 

di buat diatas kertas bersegel atau bermaterai. 

Apabila dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak tertulis dan 

juga tidak adanya saksi maka harus ada barang jaminan yang dapat di 

pegang sebagai saksi pengganti dan tulisan yang mempunyai kekuatan 

hukum. Akan tetapi apabila dalam transaksi utang-piutang tersebut tidak 

dapat dipenuhi, maka transaksi utang-piutang tersebut diperbolehkan 

untuk tidak menggunakan saksi, tidak tertulis, atau jaminan. Allah 

berfirman: 

َ رَبَّهٗ   فاَىِْ اهَِيَ بعَْضُكُنْ بعَْضًا فلَْيؤَُدِّ الَّذِي اؤْتوُِيَ اهََاًتَهَٗ وَلْيتََّقِ  اّللّه  

“Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”. 

 

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan 

utang-piutang saling percaya dan mempunyai perasangka baik dan yakin 

bahwa orang yang berutang tidak akan menyangkal dan tidak akan 

mengingkari janjinya. 

Kategori hukum akad menurut KHES, akad tidak sah apabila 

bertentangan dengan: 

1) Syariat Islam 

2) Peraturan perundang-undangan 
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3) Ketertiban umum 

4) Kesusilaan 

Hukum akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terbagi ke 

dalam tiga kategori, yaitu: 

1) Akad yang sah, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya. 

2) Akad yang fasad/dapat dibatalkan, adalah akad yang terpenuhi rukun 

dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak 

akad tersebut karena pertimbangan maslahat. 

3) Akad yang batal/batal demi hukum, adalah akad yang kurang rukun 

dan atau syarat-syaratnya. 

Aib kesepakatan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terbagi 

menjadi dua yaitu: 

1) Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak 

mengandung unsur khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, 

taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. 

2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan: 

a. Kesepakatan mengikatkan diri 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Terhadap sesuatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal menurut syari’at Islam. 

Menurut pendapat peneliti bahwa kekuatan perjanjian tidak tertulis 

di arisan online emas ini adalah sah dan mengikat. Dalam Pasal 1320 
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KUHPerdata tidak mengisyaratkan bahwa perjanjian harus bentuk tertulis 

tetapi jika terjadi hal yang tidak di inginkan sulit untuk membuktikannya. 

Bila mengaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan 

hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah 

memenuhi unsur-unsur, syarat sah dan asas perjanjian. Tetapi dalam 

KHES ada asas Al-Kitabah yang menyebutkan bahwa perjanjian harus 

tertulis, bilamana ada kelalaian tidak sulit untuk membuktikannya. 

3. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Pada Arisan Online Emas 

Berdasarkan Perjanjian Tidak Tertulis di Desa Bangsalsari 

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang artinya 

tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap 

pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang 

dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena 

undang-undang. 
75

 Sedangkan menurut kamus hukum, wanprestasi berarti 

kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam 

perjanjian.
76

 

Dalam kasus ini ada pihak anggota arisan yang telat membayar 

uang arisan dengan di jatuhkan denda per harinya sebesar Rp. 50.000 

(lima puluh ribu). Menurut pasal 1338 KUHPerdata: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
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Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan 

oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Dengan demikian member yang sudah terikat pada perjanjian arisan online 

tersebut, mau tidak mau harus mematuhi kesepakatan tersebut, yaitu 

membayar iuran arisan sesuai perjanjian. 

Pihak anggota hanya menginginkan haknya untuk terpenuhi 

terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri itu telah di 

jalankan, padahal yang menjadi suatu kewajiban pribadi ataupun semua 

anggota arisan emas ini merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh 

pihak lain. Jika individu atau badan hukum hanya mengingat haknya saja 

maka dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan manusia 

pribadi, ataupun badan hukum tersebut. 

Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi 

terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Karena 

tidak menjalankan kewajibannya dengan tepat waktu, baik di sengaja 

ataupun tidak. Untuk itu, munculah akibat hukum selanjutnya yang 

memungkinkan digunakan pada arisan yaitu peralihan resiko. Jika dalam 

arisan para pihak memilih upaya hukum untuk peralihan resiko itu artinya 

adalah semua resiko akan dibebankan kepada pihak debitur.
77

 

Wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak, 

sehingga perlu adanya ganti rugi. Dalam tindakan wanprestasi dapat 

                                                 
77

 Bernadetha Aurelia Oktavia, “Langkah Hukum Jika Uang Arisan Online Tak 

Dikembalikan”. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-

hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/diakses pada 9 April 2022 pukul 11.09 Wib 



 

 

 

87 

terjadi karena kesengajaan, kelalaian maupun tanpa kesalahan. Namun 

didalam hukum kontrak tidak memerlukan apakah kelalaian dilakukan 

sengaja atau tidak, sebab akibat hukumnya tetap sama yaitu ganti rugi. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi 

yaitu pertama, debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, kedua, 

debitur terlambat memenuhi perikatan dan ketiga, debitur keliru dan tidak 

pantas memenuhi perikatan.
78

 

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata 

mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak 

dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya 

pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari 

perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi 

hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana 

satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan 

pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan 

kepada seseorang yang melakukan ingkar janji, dan seseorang disebut 

ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah yang menyebutkan bahwa: 

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai 

dijanjikannya. 
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3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Hukum denda (al-Gharamah) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah denda boleh dilakukan sebagai sanksi atas ingkarnya janji 

seseorang. Pemberlakuan denda dilakukan untuk memberikan efek jera 

agar tidak mengulangi perbuatan kembali. Denda menjadi konsekuensi 

logis bagi anggota yang lalai, dimana kepercayaan dan amanah menjadi 

perkara langka, pudarnya ikatan ruhiyah dalam diri individu masyarakat 

terhadap aturan penciptanya dan lemahnya keimanan akan kepastian hari 

pembalasan. Maka logika sangsi berupa denda seakan satu-satunya dan 

tidak terhindarkan untuk memotivasi kedisiplinan/ ketaatan bagi peserta 

arisan online tersebut.
79

 

Jadi menurut uraian diatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa denda dalam 

arisan online emas ini boleh, karena denda sebagai hukuman supaya tidak 

mengulangi perbuatannya kembali.  

Permasalahan yang terjadi antara admin arisan dengan anggota 

yakni diselesaikan dengan cara negoisasi, yakni pihak admin memberikan 

suatu perpanjangan waktu kepada anggota untuk membayar kewajibannya 

sesuai kesepakatan di awal perjanjian di grup whatsapp. Sehingga 

penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan online emas ini 

adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan di awal karena 
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kegiatan arisan ini dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai 

penanggung jawab bilamana arisan macet. 

Menurut pendapat peneliti meskipun perjanjiannya dilakukan 

secara tidak tertulis tapi hal tersebut merupakan dasar dari terjadinya 

sebuah perjanjian. Karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

tidak menyebutkan secara khusus bentuk perjanjian, akan tetapi bila sudah 

terpenuhi seluruh syarat sahnya maka sah dan mengikatlah seperti undang-

undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah peneliti menguraikan pembahasan penelitian ini bab demi bab, 

pada bagian akhir skripsi ini peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal skripsi ini, 

yaitu: 

1. Bahwa kedudukan perjanjian tidak tertulis dalam arisan online emas di 

Desa Bangsalsari adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang 

membuatnya. Hal ini didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak. 

Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau 

tertulis ataupun tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat 

perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat 

tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang 

berlaku di masyarakat. Selain itu pula, perjanjian tidak tertulis yang terjadi 

di arisan online emas juga termasuk sebagai kontrak innominaat atau 

perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian 

yang bentuk dan jenisnya tidak disebutkan di Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Bahwa kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis di arisan online emas di 

Desa Bangsalsari adalah sah dan mengikat. Artinya perjanjian tidak 

tertulis tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam pasal 1320 

KUHPerdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk tertulis. 
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Akan tetapi bila terjadi perselisihan antara para pihak maka perjanjian 

tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat, seperti dalam pembuktian 

acara perdata. Dalam KHES ada asas Al-Kitabah yang mendefinisikan 

bahwa harus tertulis sehingga untuk menyelesaikan permasalahan jika 

terjadi wanprestasi tidak sulit untuk membuktikannya. 

3. Bahwa penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan online emas yang 

ada di Desa Bangsalsari ini adalah dengan melihat kembali kepada 

kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu jika anggota arisan ada 

yang melakukan wanprestasi maka di tanggung oleh admin arisan karena 

sudah sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Dan permasalahan ini di 

selesaikan secara kekeluargaan oleh pihak admin dan anggota yang 

melakukan wanprestasi. 

B. Saran-Saran 

1. Kepada OJK hendaknya menertibkan sistem perizinan arisan, karena 

arisan ini memiliki potensi yang sangat kuat untuk di gunakan dalam 

rangka untuk menciptakan tolong-menolong dikalangan masyarakat. 

Sehingga jika dikelola dengan baik akan menciptakan kesejahteraan 

kepada masyarakat. Perlunya ketertiban dalam perizinan ini dapat 

dijalankan dengan amanah. 

2. Kepada admin hendaknya menciptakan support sistem yang sekiranya 

nantinya mendapatkan legalitas, sehingga terbangun kepercayaan antara 

pihak anggota dengan pihak admin. 
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3. Kepada pihak atau masyarakat yang terlibat dalam arisan online emas ini 

hendaknya memilih admin yang terpercaya dalam mengelola arisan, 

memahami betul hukum perjanjian agar bisa mencegah kejadian yang 

tidak diinginkan. 
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